PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 1l

SURABAYA

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 27 TAHUN 1997
TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA

DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I1 SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat dan untuk memperlancar tugas-
tugas pemerintahan dibidang perikanan dan
pertanian tanaman pangan, dipandang perlu
maenggabungkan Dinas Perikanan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat I1 Surabaya dan Dinas Pertanian
Tanaman Pangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
11 Surabaya menjadi Dinas Perikanan dan
Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat 1II Surabaya yang disesuaikan
dengan kebutuhan dan perkembangan Daerah ;

bahwa dalam rangka melaksanakan maksud tersebut
dalam konsideran menimbang huruf a diatas serta
untuk menunjang pelaksanaan titik berat Otonomi
Daerah di Kotamadya Daerah Tingkat 1I Surabaya,
periu menetapkan Pembentukan, Organisasi dan
Tatakerja Dinas Perikanan dan Pertanian Tanaman
Pangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11
Surabaya dengan menuangkan ketentuan-ketentuan
dimaksud kedalam Peraturan Daerah.

Undang~undang Nomor 16 Tahun 1850 tentang
Pembentukan Daerah Kota Besar dalam 1lingkungan
Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1874 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang
Perikanan ;

Peraturan Pemerintah Nomor 350 Tahun 1952
tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan
Pamerintah Pusat dalam lapangan Partanian
kepada Propinsi Jawa Timur ;



5. Peraturan Pemerintah Nomor 34, 37, 40, 43 Tahun
1957 tentang Pelaksanaan sebagian Urusan
Pemerintah Pusat di lapangan Perikanan laut,
kKehutanan dan karet rakvat kepada Daerah-daerah
Swatantra Tingkat I ;

&. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957
tentang Penverahan sebagian daril urusan
Pemerintah Pusat di lapangan perikanan laut,
kehutanan, karet rakyat kepada Daerah-daeirah
Swatantra Tingkat I

~d

. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992
tentang Penyelenggaraan Otonomi Qaerah Dengan
Titik Berat Pada Daerah Tingkat 11

8. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri
Dalam Negeri Nomor 625 /Kpts /P 120/11/1986
Nomor 59 Tahun 1986
tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan
Pertanian ;

?. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39  Tahun
19922 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah

10. Keputusan Menteri Dalam Megeri Nomor 84 Tahun
1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan
FPeraturan Daerah Perubahan ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun
1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah 0Daerah
dan Wilavah ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun
19946 tentang Percontohan Otonomi Daerah pada
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II 3

13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I1
Surabava Nomor 1 Tahun 1993 tentang Organisasi
dan TatakKerja Sekretariat Kotamadya Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabava.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadva
Daerah Tingkat II Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan » PERATURAN  DAERAH  KOTAMADYA  DAERAH  TIMGKAT 11
SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DaN
TATAKERJIA DINAS PERIKANAN DAN  PERTANIAN  TANAMAM
PANGAN DARERAH ROTAMADYA DAERAH TINGKAT 11
SURABAY G .



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud
dengan :
a. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat 11

b.

Surabaya

Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya
Daerah Tingkat I1 Surabava

Walikotamadya Kepala Daerah, adalah Walikota-
madya Kepala Daerah Tingkat II Surabava

Sekretaris Kotamadya Daerah, adalah Sekretaris
Kotamadya Daerah Tingkat 11 Surabava ;

Dinas Perikanan dan Pertanian Tanaman Pangan
Daerah, adalah Dinas Perikanan dan Pertanian
Tanaman Pangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
I Surabava

Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Perikanan dan
Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II1 Surabava

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit
Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perikanan dan
Pertanian Tanaman Pangan Daerah

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok
Jabatan Fungsional pada Dinas Perikanan dan
Pertanian Tanaman Pangan Daerah

Perikanan adalah semua kegiatan menangkap ,
memelihara, menvebarkan, membiakkan, membina
sumber, mengolah dan memasarkan hasil perairan
vang berasal dari air tawar, air pavau dan air
laut

Hasil Perairan adalah semua hasil perairan vang
berupa ikan, tumbuh-tumbuhan dan biota lain
bukan ikan, seperti udang, kerang-kKerangan,
penviu, ubur-ubur, rumput laut dan biota lain di
perairan ;

Petani 1kan adalah mereka vang penghidupannva
seluruh atau sebagian besar memelihara ikan
atau hasil perairan lainnva

MHelavan adalah mereka vang penghidupannya
seluruh atau sebagian besar menangkap ikan atau
hasil perairan lainnva

Pengusaha perikanan adalah pengusaha vandg
bergerak di bkidang produksi dan pemasaran
hasil-hasil perairan vang secara ekonomi dan
teknis mempunyail pengaruh terhadap pembinaan
dan pengembangan perikanan dalam arti luas



.
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Pertanian tanaman pangan adalah semua macam
atau jenis tanaman padi, palawija dan
hortikultura serta segala macam aspeknya

Tanaman padi adalah semua Jjenis tanaman padi di
sawah dan di tegal ;

Tanaman palawija adalah semua Jenis tanaman
jagung, tanaman ubi~ubian, tanaman kacang~
kacangan di sawah, tegal dan pekarangan ;
Tanaman Hortikultura adalah semua jenis tanaman
savuran, tanaman buahan, tanaman obat kKeluarga,
tanaman hias disawah, tegal dan pekarangan.

BAB 11
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas

Perikanan dan Pertanian Tanaman Pangan Daerah.

(1)

(%)

(1)

(2)

BAB III
KEDUDUKA AN

Pasal 3

Dinas Perikanan dan Pertanian Tanaman Pangan
Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah
Daerah di bidang perikanan dan pertanian
tanaman pangan g

Dinas Perikanan dan Pertanian Tanaman Pangan
Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
dalam melaksanakan tugas beradsa di bawah dan
bertanggungjawab kepada Walikotamadva Kepala
Daerah

Dinas Perikanan dan Pertanian Tanaman Pangan
Daerah dalam melaksanakan tugas berada di
bawah koordinasi administratip Sekretaris
Kotamadya Daerah.

BAB Iv
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Dinas Perikanan dan Pertanian Tanaman Pangan
Daerah mempunyai tugas menyvelenggarakan urusan
rumah tangga daerah dan tugas pembantuan vang
diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di bidang
perikanan dan pertanian tanaman pangan ;

Rincian urusan di  bidang perikanan dan
pertanian tanaman pangan vang menjadi tugas
Dinas Perikanan dan Pertanian Tanaman Pangan
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayvat (1)
pasal ini adalah :

a. Urusan perikanan, meliputi
1. Pengujilan dan penerapan teknologi

2. Sumber dava lahan, ikan dan lingkungan ;
3. Pengembangan produksi ;



. Sarana produksi

. Perizinan usaha j

. Pengembangan usaha ;

. Pembinaan mutyu hasil perikanan ;
. Barana informasi pasar 3

9. Prasarana perikanan ;

10. Pemukiman nelayan ;

11. Tenaga kerja perikanan ;

12. Data dan statistik perikanan.

B~ D

b. Urusan pertanian tanaman pangan dan
hortikultura meliputi :

1. Pengujian dan penerapan teknologi
2. Sumber dava lahan dan air ;
3. Pembenihan;
4. Pupuk organik ;
5. Pestisida ;
&. Pembinaan alat dan mesin
7. Pelayvanan dan perizinan usaha ;
&. Pembinaan manajemen usaha tani ;
2. Panen, pasca panen dan pengolahan ha
10. Pembinaan pemasaran j
11. Perlindungan tanaman pangan dan
hortikultura
12. Tenaga Kerja pertanian tanaman pangan
dan hortikultura ;
13. Data statistik pertanian tanaman pangan
dan hortikultura.
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Pasal 5

Untuk  menyelenggarakan tugas tersebut dalam

pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Perikanan dan
Pertanian Tanaman Pangan Daerah mempunyai fungsi :

d .

perencanaan yang meliputi segala usaha dan
kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan,
mengolah, menelaah penyusunan rumusan
kebijaksanaan teknis serta program Kerja 3

pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan
kegiatan untuk menyelenggarakan urusan yang
menjadi tugashva

ketatausahaan vyang meliputi segala usaha dan
kegiatan di bidang tata usaha umum surat
menyurat, kKepegawaian, perlengkapan dan
keuangan ;

koordinasi vang meliputi segala usaha dan
kegiatan guna mewujudkan kesatuan dan
keserasian gerak vyang berhubungan dengan
pelaksanaan tugas

pengawasan vyang meliputi segala usaha dan
kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis
atas pelaksanaan tugas sesuai dengan
kebijaksanaan vang ditetapkan oleh
Walikotamadya kepala Daerah serta peraturan
perundang-undangan yang berlaku.



BAB V
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal &

{1} Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan
Pertanian Tamanan Pangan Daerah terdiri dari :

3. Kepala Dinas :

b. Sub Bagian Tata Usaha :
-~ Urusan Umum ;
- Urusan Kepegawalan ;
~ Urusan Keuangan ;
~ Urusan Rumah Tangga dan Perlengkapan.

c. Seksi Perencanaan :
~ Sub Seksi Identifikasi ;
- Sub Seksi Perumusan Rencana dan Program ;
- 3ub Seksi Data dan Statistik ;
~ Sub Seksi aAnalisis dan Evaluasi.

d. Seksi Produksi, Sarana/Prasarana dan Sumber

HMHavati Perikanan :

~ Sub Seksi Penangkapan dan Budidayva Ikan ;

~ Sub Seksi Perlindungan Sumber Daya Ikan/
Lingkungan dan Pemukiman MNelavan/Tani

~ Sub Seksi Sarana dan Pengembangan
Produksi ;

-~ Sub Seksi Teknologi Perikanan.

€. Seksi Usaha Tani dan Sumber Daya Perikanan :
-~ Sub Seksi Pelavanan Usaha, Kemitraan dan
FPermodalan ;
- 3ub Seksi Penvuluhan, Pendidikan dan
Latihan Perikanan ;
~ Sub Seksi Pemasaran Hasil Perikanan ;
~ Sub Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu.

f. Seksi Pengembangan Produksi dan Bimbingan
Usaha Tanaman Pangan :
- Sub Seksi Pengembangan Tanaman Pangan
- Sub Seksi Hortikultura, Padi dan
Palawija ;
~ Sub Seksi Pelavanan Usaha, Pembinaan Mutu
Hasil dan Pemasaran Tanaman Pangan.

g. Seksi Sarana/Prasarana Perlindungan dan

Sumber Dava Tanaman Pangan :

~ Sub Seksi Perlindungan Sumber Dava
Tanaman Pangan.

-~ Sub Seksi Panen, Pasca Panen dan
Teknologl Tanaman Pangan.

- Sub Seksi Penvuluhan, Pendidikan dan
Latihan Tanaman Pangarn.

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas 3

-

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan
Pertanian Tanaman Pangan Daerah adalah
sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan
Daerah ini.



(1)
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(1)

(2)

BAB VI
URAIAN TUGAS

Bagian Pertama
Kepala Dinas

Pasal 7
Kepala Dinas mempunyal tugas :
a. memimpin dan melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan

pasal 5 Peraturan Daerah ini

b, memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan

perangkat staf dan pelaksana Dinas
Perikanan dan Pertanian Tanaman Pangan
Daerah.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada
Walikotamadya Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8
Sup Bagian Tata Usaha mempunyai tugas
menyvelenggarakan urusan  Jmum, kepegawaian,

keuangan, rumah tangga dan perlengkapan ;
Sub  Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian vang dalam melaksanakan
tugas berada dJdi bawalh dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Untuk menvelenggarakan tugas tersebut dalam

pasal- & ayat (1) Peraturan Daerah ini, Kepala Sub
Bagian Tata Usaha menmpunyail fungsi:

a.

.

Cu

.

(1)

pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawai-
ans;

pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan ;
pelaksanaan pengurusan rumat tangga dan
perlengkapan, surat-menyurat dan kearsipan

serta Kenumasan
pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Dinas;

pelaksanaan tugas lain wvang diberikan oleh
Kepala Dinas.

Pasal 10

Urusan Umum mempunyal tugas melakukan urusan
surat menyurat dan kearsipan, pengetikan,
penggandaan, pembinaan organisasi dan
tatalaksana ;



(2) Urusan Kepegawalan mempunvai tugas melakukan
penyviapan bkahan penvusunan rencana kebutuhan
dan pengembangan pegawal, mutasi pegawal zserta
tata usaha Kepegawailan ;

(3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penvusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dinas, pembukuan, perhitungan
anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan ;

(4) Urusan Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunvai
tugas melakukan urusan rumah tangga dan
perlengkapan ;

(5) Setiap Urusan dipimpin oleh seorang Kepala
Urusan vang Jdalam melaksanakan tugas berada di
bawah dan bertanggung Jjawab kepada Kepala Sub
Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga
Seksi Perencanaan

Pasal 11

(1) Seksi Perencanaan mempunyal tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas Perikanan dan Pertanian
Tanaman Pangan Daerah dibidang penyusunan
rencana dan program

(2) Seksi Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi vang dalam melaksanakan tugas berada di
bawah dan bertanggung Jjawab kepada Kepala
Dinas.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam pasal 11 avat (1) Peraturan Daerah
ini, 3Seksi Perencanaan mempunyal fungsi :

a. pelaksanaan identifikasi untuk penvusunan
rencana dan program kKerja dalam bidang
perikanan dan tanaman pangan ;

b. pelaksanaan penyusunan perumusan rencana dan
program ;

<. pelaksanaan penyusunan/pembuatan data dan
statistik ;

d. pelaksanaan penyusunan analisis dan evaluasi ;

e. pelaksanaan tugas lain vyvang diberikan oleh
Kepala Dinas.

Pasal 13
(1) Sub Seksi Identifikasi mempunyail tugas :
a. melakukan pengumpulan, pengolahan dan
analisis data serta penyusunan dan
penvajian statistik perikanan dan pertanian

tanaman pangan 3

b. menelaah, menganalisis dan mengidentifi-~
kasikan pelaksanaan program dan proyek ;



(3)

(4)

(5)

c. menghimpun semua permasalahan serta usulan-
usulan dari seksi atau unit Kerja lain vang
terkait ;

. melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh
Kepala Seksi Perencansan.

Sub 3eksi  Perumusan Rencana dan Program
mempunyail tugas @

a. menyusun rencana sasaran produksi dan  luas
panen padi, palawija, hortikultura dan
perikanan ;

b, menyiapkan bahan~bahan perumusan dan
penyusunan  progiram, proyvek dan  kegiatan-
kegiatan di bidang pertanian tanaman pangan
dan perikanan ;

C. bersama urusan Keuangan mempersiapkan
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dinas sesual program dan provek :

d. melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh
Kepala Seksi Perencanaan.

Sub Seksl Data dan Statistik mempunyail tugas -

a. memberikan pelavanan data/informasi usaha
tani perikanan dan pertanian tanaman pangan

b. menyampaikan pelaporan data dan statistik
perikanan dan pertanian tanaman pangan
serta hortikultura ;

c. melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh
Kepala Seksi Perencanaan.

Sub Seksl Analisis dan Evaluasi memnpunyai
tugas ¢
a. melakukan peramalan dan parhitungan

procuksi  serta melaksanakan pengamiilan
angka ubinan dan produksi perikanan

b. mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian
program, proyek dan Kegiatan pembangunan
pertanian tamanan pangan dan perikanan ;

c. melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh
Kepala Seksi Perencanaan.

Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Seksi yvang dalam melaksanakan tugas berada
di  bawah dan bertanggung jawab kepadda Kepala
Seksi Perencanaan.



Bagian Keempat
Seksi Produksi, Sarana/Prasarana
dan Sumber Hayati Perikanan

Pasal 14

(1) Seksi Produksi, Sarana/Prasarana dan Sumber
Havati Perikanan mempunyal tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas Perikanan dan Pertanian
Tanaman Pangan Daerah dalam bidang pembinaan,
paengawasan dan pengendalian produksi,
sarana/prasarana dan sumber havati perikanan :

(2) Seksi Produksi, Sarana/Prasarana d<dan Sumber
Havati Perikanan dipinmpin oleh seorang Kepala
Seksi vang dalam melaksanakan tugas berada di
bawah dan  bertanggungjawab kepada Kepals
Dinas.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam pasal 14 avat (1) Peraturan Daerah
ini Seksi Produksi, Sarana/Prasarana ddan Sumber
Hayati Perikanan mempunyail fungsi

a. pelaksanaan bimbingan teknis penangkapan dan
budidayva ikan

b. pelaksanaan bimbingan teknis per-lindungan
sumber dava ikan/lingkungan dan pemukiman
nelavan/tani

Cc. pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan sarana
dan pengembangan produksi ;

d. pelaksanaan bimbingan taknis teknologi
perikanan

e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengen-—
dalian pakan ikan dan obat-obatan vang meliputi
kebutuhan, pengadaan, penvaluran, panggunaan,
mutu, harga, inventarisasi dan registrasi
perusahaan pakan ikan

f. pelaksanaan pengelolaan, pembinaan, pengawasan
dan pengendalian prasarana perikanan ;

d. pelaksanaan pengembangan, pembinaan, pengawasan
dan pengendalian pemukiman nelavan

h. pelaksanaan pelelangan ikan sesual Kketentuan
vang berlaku

i. pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh
Kepala UDinas.

Pasal 16

(1) Sub Seksi  Penangkapan dan Budidavya Ikan
mempunyai tugas

a. melakukan identifikasi dan penaksiran
besarnya potensi budidayva air tawar dan
air payau :



.
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menetaplkan peta potensi dan pemanfaatan
sumber daya lahan g

menetapkan sasaran lokasi kegiatan survey
dan pemetaan sumber dayva lahan budidaya air
tawar dan air payau ;

menvebarluaskan prototipe, alat, bahan dan
mesin perikanan serta alat bantu penang-
kapan ikan vang telah direkomendasikan ;

melakukan evaluasi pemanfaatan kapal, alat,
bahan dan mezin perlkanan serta pendataan
produsen kapal, alat, bahan dan mesin
perikanan dan alat bantu penangkapan ;

melakukan bimbingan dan pengawasan pengada-
an dan atau produksi serta penvaluran benih
ikan 3

melakukan bimbingan unit pembenihan ikan
vang diselenggarakan oleh petani atau
masyvairakat ;

membangun, mengeiola dan mengembangkan unit
pambenihan  ikan milik Pemerintah Daerah
(BBI lokal, 3BU dan Balai Benih Ikan
lainnya) ;

melakukan bimbingan pembenihan swasta

w

melakukain bimbingan dan pengawasan mutu
benih ikan ;

marencanakan kebutuhan, pengadaan dan
penvaluran pakan ikan j

melakukan bimbingan panggunaan pakan ikan
kepada petani 1kan

melakukan inventarisasi dan registrasi
parusahaan pakan ikan j

merencanakan kebutuhan, pengadaan dan
penvaluran bahan obat dan obat ikan ;

melakukain bimbingan penggunaan bahan obat
dan obat ikan kepada petani ikan ;

melakukan pemantauan harga, penyaludiran  dan
pengaunasn bahan  obat dan obat  ikan di
tingkat petani ; :

melakukan pengawasan penangkapan ikan bagil
alat-alat stasioner dan perahu tanpa motor,
kapal motor tempel (Out Board) dan kapal
bagi usaha perikanan vang tidak memerlukan
Izin Usaha Penangkapan

melaksanakan tugas lain vang dibsrikan oleh
Kepala Seksi Produksi, Sarana/Prasarana dan
Sumber Hayati Perikanan.



(2)

(%)

(4)
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Sub  Seksi Perlindungan Sumber Dava Ikan/
Lingkungan dan Pemukiman Nelavan/Tar?i
mampunyal tugas

a. mengelola dan melakukan pemantauan
kelestarian lingkungan pada areal budidaya
air tawar dan air payau 3

b. menvelenggarakan pengendalian hama dan
penvakit ikan di Daerah

C. mengambangkan pemukiman nelavan di
kKelurahan pantai dan membina kegiatannva ;

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Repala Seksi Produksi, Sarana/Prasarana dan
Sumber Havatil Perikanan.

Sub  Seksi Sarana dan Pengembangan Produksi
mempunyal tugas

a. melakukan bimbingan penerapan pola pengem-
bangan produksi sesuai yang ditetapkan di
Daerah

. menyediakan dan mengelola prasarana budi
daya tambak di tingkat petani (saluran
tersier)

¢c. mengelola pelabuhan perikanan klas D (PPI)
dan  Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang
berada di dalamnya serta tempat'pendaratan
ikan lain diluar pelabuhan perikanan ;

d. melaksanakan pelelangan ikan sesual
bimbingan teknis dari Pemerintah Daerah

e. melaksanakan tugas lain vang dibesrikan oleh
Kepala Seksi Produksi, Sarana/Prasarana dan
Sumber Hayvati Perikanan.

Sub Seksl Teknologi Perikanan mempunyai tugas

4. menvelenggarakan percontohan dan
melaksanakan kaji terap teknologli anjuran
di tingkat usahs tani

b. melakukan bimbingan dan pengawasan
penerapan teknologl oleh petani nelavan

¢. melakukan pemantauan dampak penerapan
teknologi anjuran di Daerah ;

d. melaksanakan kKaji terap terhadap kapal,
bahan alat dan mesin perikanan serta alat
bantu penangkapan yvang direkomendasikan ;

e. melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh
Kepala Seksl Produksi, Sarana/Prasarana dan
Sumber Havati Perikanan.

Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala
3ub Seksi vang dalam melaksanakan tugas berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Seksi Produksi, Sarana/Prasarana dan Sumber
Hayati Perikanan.
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Bagian Kelima
Seksl Usaha Tani dan
Sumber Daya Perikanan

Pasal 17

(1) sSeksi Usaha Tani dan Sumber Dava Perikanan
mempunyal  tugas melalksanakan sebagian  tugas
Dinas Perikanan dan Fertanian Tanaman Pangan
Daerah dalam pidang pembinaan usaha tani dan
sumber davae perikanan ;

(2} Seksi Usaha Tani dan Sumber Dava Perikanan
dipimpin oleh secrang Kepala Seksi vang dalam
melaksanakarn tugas perada di bawah dan
bertanggung Jjawab Kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

Untuk menvelenggarakan tugas zebagalimana
dimaksud dalam pasal 17 avat (1) Peraturan Daerah
ini, Seksi Usaha Tani dan Sumber Dava Perikanan
mempunyai Tungsi :

a. pelaksanaan bimbingan teknis pelayvanan usaha,
kemitraan dan permodalan ;

b. pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan  latihan
perikanan ;

c. pelaksanaan bimbingan teknis pemasairan hasil
parikanan ;

d. pelaksanaan bimbingan teknis pengolahan dan
pembinaan mutu hasil perikanarn.

Pasal i9

(1) Sub Seksi Pelavanan Usaha, Kemitraan dan
Permodalan mempunvai tugas:

a. memberikan Izin Usaha Perikanan (IUP) dan
Surat Penangkapan Ikan (SPI) kepada orang
atau Badan Hukum Indonesia vang memiliki
lebih dari 1 (satu) kapal vang bergerak
dibidang penangkapan ikan dan menggunakan
alal  tangkap statis dan atau perahu tanpa
motor, kapal motor dalam dengan ukuran
lebih  kecil dari 10 G.T serta tanpa
fasilitas asing ;

. memberikan rekomendasi usaha budidaya ikan
pada  air tawar, payvau dan perairan  umum
YENY tidak menggunakan modal dan atau
tenaga asing serta berlokasi di Daerah:

¢. melakukan registrasi usaha perikanan vang
berdasarkan Ketentuan vang berlaku tidak
memerlukan izin usaha dan mengawasi usabha
perikanan vang izin usahanva dikeluarkan
oleh Pemerintah Daerah ;



(2)

(3)

(4)

o, melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh
Kepala Seksi Usaha Tani dan Sumber Daya
Parikanan.

Sub  Seksi Penyuluhan, Pendidikan dan Latihan
Perikanan mempunyal tugas :

a. melaksanakan inventarisasi dan analisis
kebutuhan serta Ketersediaan tenaga kerja
perikanan di Daerah 3

b. mengembangkan tenaga Kerja perikanan di
Daerah

¢. melakukan bimbingan penyelenggaraan kese—
Jjahteraan tenaga kerja dan penerapan upah
minimum ;3

. melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh
Kepala Ssksl Usaha Tani dan  Sumber Dava
Paerikanan.

Sub Seksi Pemasaran Hasil Perikanan mempunyal
tugas p

4. melakukan analisis pemasaran hasil
perikanan di Daerah ;

. menyusun dan menyampaikan informasi
pemasaran hasil perikanan di Daerah ;

2. menyelenggarakan dan melakukan bimbingan
promosi hasil perikanan di Daerah ;

d. mengelola sarana pemasaran hasil perikanan
millk Pemerintah Dasrah

@, melakukan Limbingan dan mengawasi
pemanfaatan sarana pemasaran hasil
perikanan di Daerah

. menvediahan dan mengelola pasar ikan hidup
dan hasil perikanan lainnya ;

g. melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh
Kaepala Seksi Usaha Tanl dan Sumber Daya
Parikanan.

Sub Seksl Pengolahan dan  Pembinaan Mutu
mempunyal tugas

a. melakukan pembinsan dan mengawasi Kegiatan
penanganan dan pengolahan hasil perikanan
di Daerah

>, memberikan rekomendasi / Surat Keterangan
Paembinaan, FPenanganan cdar Pengolahan
tradisional yvang ada di Daerah ;

c. membarikan Surat Keterangan Asal {(SKa)
hasil perikanan  dalam  peredaran antar
Daerah di dalam satu Propinsi ;
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. melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh

Kepals Zeksi Usaha Tani dan  Sumber Daya
Perikanan.

(5) Setiap Zub Zeksi dipimpin oleh seoranyg Kepala
Sub Seksi vang dalam melaksanakan tugas berada
di bawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala
Seksi Usaha Tani dan Sumber Dava Perikanan.

Bagian Keenam
Seksi Pengembangan Produksi dan
Bimbingan Usanha Tanaman Pangan

Pasal 20

(1) Seksi Pengembangan Froduksi dan Bimbingan
Usaha Tanaman Pangan nempunvail tugas melaksa-
nakan sebaglan  tugas Dinas  Psrikanan dan
Pertanian Tanaman Pangan Daerah dalam bidang
pimbingan teknis pengembangan tanaman pangan,
pelayanan usaha dan pemasaran serta pembinaan
mutu hasil, Kemitraan dJdan percontohan tanaman
pangan ;

(2) Seksi Pengembangan Produksi dan Bimbingan
Usaha Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang
repala 3Seksl vang dalam melaksanakan tugas
berada dl bawah dan vertanggung Jjawab kepada
Kepala Dinas.

Pasal 21
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah 1ini,

Seksi  Pengembangan Produksi dan Bimbingan Usaha

Tanaman Pangan menpunyal fungsi o

a. pelaksanaan bimbingan teknls sumber daya laban
dan alr g

b. palaksanaan Limbingan taknis penbenihan g
c. pelaksanaan bimbingan teknis pemupukain

d. pelaksanaan pelayanan dan bimbingan usaha ;
e. pelaksanaan pembingan pemasaran g

f. pelaksanaan pengawasan mutu hasil pertanian
tanaman pangan yang dipasarkan

g. pelaksanaan  tugas laln vang diberikan oleh
Kepala Clnas.

Pasal 22

(1) Sub Seksi Pengembangan Tanaman Pangan
mempunyail tugas &

a. merencanakan, mengatur dan memantau
pengadaan dan penyaluran benih ;

b. melakukan bimbingan dan pengawasan
penggunaan pupuk kepada masyarakat ;



(2)

(3)

(4)

- Lé’ o

<. mengatur, memantau dan mengawasi pendgadaan
dan peredaran pupuk

d. melakukan pimbingan teknis teknologi
tanaman pangan melalul Kebun percontohan ;

melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh
Kepala Seksi Pengembangan Produksi dan
Binbingan Usaha Tanaman Pangan.

%
1

Sub Seksi Hortikultura, Padi dan Palawija
mempunyal tugas

4. mempaerbanyak  dan menyalurkan mata tempel
pohon imduk kepada masvarakat j

b. mendirikan dan mengembangkan kKebun pembi-
bitan/pembenihan 3

C. mempearbanyak dan menvalurkan bibit
hortikulbura//benit sebar

od. membina dan mengembangkan penangkar bibit
hortikultura/penangkar benih ;

e. melaksanakan tugas lailn vang diberikan oleh
Kepala Seksl Pengembangan Produksi dan
Bimbingan Usaha Tanaman Pangan.

S3ub Seksi Pelavanan Usaha, Pembinaan Mutu
Hasil dan Pemssaran Tanaman Pangan mempunvai
tugas

a. memberiksn izin dan mengawasi usaha
penggilingan padi, huller dan penyosochan
beras ;

b. mengumpulkan, mengelah dan menvebarluaskan
informasi pasasr

C. menyampalkan data pasar, komoditas
pertanian tanaman pangan ;

d. melakukan bimbingan peningkatan mutu unit
pengolahan, alat transportasi, unit
penyinmpanan dan  hasil budidava tanaman
pangan ;

e. memnberikan 1zin dan mengawasi saha Jjasa
budidava tanaman pangan j

f. melakukan penganasan mutu komoditas
pertanian tanaman pangan vang dipasarkan ;

g. melaksanakan tugas lalin vang diberikan oleh
Kepala Seksi Pengembangan Produksi dan
Bimbingan Usaha Tanaman Pangan.

Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kaepala
Sub Seksi vang dalam melaksanakan tugas berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Seksi Pengembangan Produksi  dan Bimbingan
Usaha Tanaman Pangan.



Bagian Ketujuh
Seksi Sarana/Prasarana, Perlindungan
dan Sumber Daya Tanaman Pangan

Pasal 23

(1) Seksi Sarans/Prasarana Perlindungan dan Sumber
Daya  Tanaman Pangan mempunyal tugas melaksa-
naran  sebaglan tugas  Oinasgs  Perikanan dan
Pertanian Tanaman Pangan Daerah dalam bidang
sarana/sprasarana, perlindungan dan sumber daya
tanamarn pangan g

(23 Seksi Sarana/Prasarana Perlindungan dan Sumber
Dayva Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang
Fepala Jeksl  yvang dalan melaksanakan tugas
barada i bawah dan bertanggung Jjaswab Kepadas
Kepala Dinas.

Pasal 24
Uniuk mEenyelenggdrakan btugas selbagalimana
dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah
ini, Seksl  SeranasPrasarana Perlindungan dan

Sumber Daya Tanaman Pangan mampunyal fungsi

a. pelaksangan perigamatan dan pengendalian
organising pengganggu tanaman pangan

b. pelakzanaan bimbingan teknis pasca panen dan
teknoloyl tanaman pangan ;

c. pelaksanaan  pendidikan dan  latihan tanaman
pangan ;

d. pelaksanaan bimbingan tekinis sumber dava lahan;

2. pelaksanaan tugas  L1ailn yvang diberikan oleh
Kepala Dinas.

Pasal 25

£1) Sub  Seksl Perlindungarn Sumber Dava  Tanaman
Pangan mempunysl tugas :

&. mezlamukan Badink i ngan kapada masyairakat
tentanyg  pehgeidailan hama/penvakit VYarg

berwawasan lingkungan  untuk  meningkatkan
sumbar dayva lahan

o melakukan pengamatan, obimbingan dan  peman-
tavan identiflikasi organisme pengganggu
tanaman szoara perliodik, serta pemeliharsan
sarana perlindungan tanaman kepada petani
dan masyvarakat ;

C. melakKukan bimbingan dan pemantauan terhadap
penylmpanan, peraedaran dan penggunaan
pestisida serta menetapkan larangan Keluar
masuk media pembawa Organisme Pengganggu
Tanaman (OFT) ke atau dari Daerah serta
antar wilayah Jdidalam Daerah ;



(2)

(3)

.

...18....

mengumpulkan, menyusun bahan pembinaan,

POreEnCaraan, penetapan pelaksanaan dan
perunusan  haslil zarana  lokasi kegiatan
survey, pemetdarn dan pengembangan

pemanfaatan, rehabilitasi dan pelestarian
sumber cdaya lahan serta investigasi dan

inventarisasi lahan pertanian tanaman
pangarn
menetapkan Sasaran areal dan lokasi

prioritas bagi keglatan pengembangan lahan,
rehabilitasi, konservasi sumber <daya lahan
serta penataan pengairan untuk budi daya
tanaman pangan ;

melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh
Kepala Seksi Sarana/Prasarana, Perlindungan
dan Sumber Daya Tanaman Pangan.

Sub Seksi Panen, Pasca Panen dan Teknologil
Tanaman Pangan menpunyal tugas : ~

a.

Sub

menvalenggarakan percontohan, kaji terap
dan mengembangkan alat dan mesin pertanian
tanaman pangan kepada masvarakat

melakukan bimbingan terhadap bengkel alat
dan mesin pertanian tanaman pangan

menghitung perkiraan kehilangan hasil
budidava tanaman pangan serta melaksanakan
analisis usaha tani ;

menyvebarluaskan dan melaksanakan bimbingan
penerapan teknologi panen dan pengolahan
hasil pertanian tanaman pangan

melakukan bimbingan terhadap mutu
pengolahan hasil pertanian tanaman pangan ;

melakukan pemantauan, pengawasan dan
pengujian kualitas hasil pertanian tanaman
pangan vang dipasarkan

melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh
Kepala Seksi Sarana/Prasarana Perlindungan
dan Sumber Dava Tanaman Pangan.

Seksl Fenyuluhan, Pendidikan dan Latihan

Tanaman Pangan mempunval tugas =

a .

menyusun rencana Kebutuhan dan mendaya-
gunakan tenaga penyuluh, merencanakan dan
mengelola  sarana  penyuluhan, memperbanyak
dan menyebarkan materi penyuluhan serta

memberikan pelayanan teknis dan
adminsitrasi kepada penyuluh pertanian
dalam pembinaan dan pengembangan
kelembagaan masyarakat, penyelenggaraan

kursus—~Kursus bagi masvarakat, penggunaan
sarana penyuluhan dan perumusan serta
penyiapan materi penyuluhan pertanian
tanaman pangan ;
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b. menyelenggarakan petak percontohan dan
melaksanakan kKaji terap teknologi anjuran
di tingkat usaha tani

c. melakukan bimbingan penerapan teknologi
anjuran hkepada masvarakat

d. memantau  dampak dan mengawasi  penerapan
teknologl anjuiran RKepada masyvarakat

@. meningkatkan keterampilan dan kualitas
tenaga serjas pertanlian tanaman pangan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Fepalda 3eksl S3arana/Prasarana, Perlindungan
dan Sumber Dava Tanaman Pangan.

(4) setiap 3ub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Seksi vang dalam melaksanakan tugas berada
di bawahn Jdan bertanggung jawab kepada Kepala
Seksi Barana/Prasarana, Perlindungan dan
Sumber Dava Tanaman Pangan.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 26

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur
pelaksana Dinas Perikanan dan Pertanian Tanaman
Pangan Daerah yvang pembentukannya didasarkan pada
kondisi/kebutuhan Daeran.

Pasal 27

Unit Pelaksana Teknls Cinas dibentuk setelah
mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam
Negeri dJdan Mentsiil Pendayagunaan aparatur Negara.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyal tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas  Perikanan dan
Pertanlan Tanaman Pangan Dasrah sesusi dengan
keahlian dan kebutuhan.

Pasal 29

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam
pasal Z8 Peraturan Dagrah Ini, mempunyvail tugas
melakurkan Keglatan Lexknis perikanan dan
pertanian  tanaman pangan di  bidang Keahlian
masing-masing ;



£2)

Setiap kelompok tersebut pada avat (1) r~asal
ini, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsicnal
senior yvang ditunjuk oleh Walikotamadya Kepala
Daerah dan bertanggung jawab Kkepada Kepala
Dinas

Jumlah  Jabaetan Fungsional tersebut pada avas
{(2) prasal ini, ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban Kerja

Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional tersebut
pada ayat (3) pasal ini, diatur sesuai dengan
peraturan perundang—undangan vang berlaku.

BAE VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

(1)

En
N
S’

(3)

(4)

(3)

DALAM JABATAN
Pasal 30

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh
Walikotamadys Kepala Daerah setelah mendapat
persetujuan Jari Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur

Kepalia 3Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat
dan  dibsrhentikan oleh Walikotamadya Kepala
Daerah atas usul Kepala Dinas setelah mendapat
persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawas Timur ;

Kepala Urusan dan Kepala Sub  Seksi diangkat
dan  Jdiberhentikan oleh Walikotamadya Kepala
Daerah atas usul Kepala Dinas j

Jabatan-jabatan lain di  lingkungan Dinas
Perikanan dan Pertanian Tanaman Pangan Daerah
diangkat dan  dibertmntikan sesual dengan
peraturan perundang—undangan vang berlaku.

Pasal 31
Kepala Dinas datam melaksanakan tugas

berdasarkan kebiljasksanaan vang ditetapkan oleh
Walikotamadya Kepala Daerah

Kepala Dinas barkewaliiban melaksanakan
prinsip-prinsip koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam

lingkungan Dinas Perikanan dan Pertanian
Tanaman Pangan Dasrah maupun dengan instansi-
instansi lain Ji luar Dinas vang terkalt

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi,
Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi harus
melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi,
integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi
sesual dengan bidang tugasnya masing-masing ;



(4) Kepala Dines berkewaliban memberikan petunjuk,
membing, membimbing dan mengawasi pekerjaan
unsur~unsur pembantu dan pelaksana vang berada
dalam lingkungan Dinasnya 3

(5) Apabilae Kepala Dinas berhalangan menjalanxan
tugas, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub
Bagian Tata Usaha atau salah satu Kepala Seksi
untuk mewakilinya.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 32

Jenjang jabatan dan Kepangkatan serta susunan
kepagawaian Dinas Perikanan dan Pertanian Tanaman
Pangan Daerah dJdiatur sesuail dengan peraturan
perundang-undangarn vang berlaku.

BAB IX
KEUANGAN

Pasal I3

Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Dinas
Paerikanan dan Pertanian Tanaman Pangan Daerah
disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Surabaya serta
subsidi  atau bantuan dari Pemeirintah Atasan dan
lembaga lain diluar Pemerintah Daerah yang
diperoleh secara sah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini :

A. Heraburen Daerah Kotamadya Daeran Tingkat I
Surabayva Nomor 18 Tahun 1995 tentang Organisasi
dan Tatakerja Dinas Perikanan Daerah Kotamadva
Daerah Tingkat I Surakbava, vang disahkan
dengan Keputusan Gubernur Kepalas Daerah Tingkat
I Jdawa Timur tanggal 2 Oktober 1294 Nomor @
G3T/P Tahun 1996 dan diundangkan dalam Lembaran
PDaerah Kotamadya Daerah Tingkat I  Surabaya
Seri C tanggal 24 Oktober 1996 Nomor &6/C serta
Feraturan Davran Kotamadya Daerah Tingkat I
Surabaya Nomor 1 Tahun 1996 tentang Organisasi
dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Daerah Kotamadya Daeran Tingkat I1  Surabava
yang dizsahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tinghkat I Jawa Timur tanggal 2 Oktober
1996  Nomor @ 489/P Tahun 1996 dan diundangkan
dalam Lembaran Dasrah Kotamadya Daerah Tingkat
IT1 Surabaya 3Serl ¢ Tahun 1996 tanggal 24
Oktober 199¢ Nomor : 5/C, dinyatakan dicabut
dan tidak berlaku lagi ;
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b. Semua tugas dan fungsi Dinas Perikanan Daerah
dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah
beralih menjadi tugas dan fungsi Dinas
Perikanan dan Pertanian Tanaman Pangan Daerah
yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah
ini.

Pasal 35

Hal-hal vyang belum diatur dalam Peraturan
Daerah ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya
akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala
Daerah.

BAB X1
PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempaiannya dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat I1 Surabaya.

Ditetapkan di : S UR A B A Y A.
Pada Tanggal : 12 MARET 1897.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ,vaAOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA AH TINGKAT I1 SURABAYA®L, WAL MNGKAT I1 SURABAYA

s

‘_‘Sg-'jy f i &
_ABARTO SUMOPRAWIRO.
i\.‘v 2




I.

IX.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 27 TAHUN 1997
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJIA
DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

PENJELASAN UMUM :

FPeraturan Daerah ini  mengatur tentang Pembentukan,
Organisasi dan Teatakerda Dines Perikanan  dan Partanian
Tanaman Pangan Rasrah Kotanaedya Dasrabh Tingkat I Surabavya.

Penggabungan Dinos Perikanan Dazrah dan Dinas  Pertanian
Tanaman Pangan Daerah menjadi satu DOinas vaitu Dinas
Perikanan dan Pertanian  Tandmern Pandan aerah Kotamadva
Daerah Tingkat I1 Surabayva adalah Jdelam rangka pelaksanaan
Keputusan Menterl Dalam Negerl Nomor 178 Tahun 1996 tentang
Percontohan Otonomi Dasrah pada Kabupaten/Kotamadya Daerah
Tingkat II.

Pertimbangan penggabungan xedue Bionas Dasrah  dimaksud,

karena lahan pertanian <l Kotamadva Daerah Tingkat Il
Surabaya makin lama makin habis, Farena dipakal untuk

pembangunan parumahan, indusbril dan Tasilitas lainnya.

Dengan ditataphkannys Peanberivt ukan, Organisasi dan
Tatakerja Dinas Perikanan gan Pectanian Tanaman Pangan Daerah
Kotamadyva Daerah Tingkat 11 Surabava, berdasarkan Peraturan
Dasrah ini diharapkan pelayvanan kepada masyarakat serta
tugas—tugas pemerintahan i bidang perikanan dan pertanian
tanaman pangan dapat ditingkatkan secara berdaya guna dan
berhasil guna serta penbinaan Karier pegawal dari unit  vyang
bersangkutan berjalan dengan lancar.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d Pasal 36 Tt Cukup Jelas.

AHORAHKEK QOO0 HEKEKNK



BAGAK SUSIMAN ORGANISASI DINAS PERIKANAN LAMPIRAR PERATURAN OAERAH KOTARMADYA
DAN PERTANIAN TANAMA PANGAN DAERAH DAERAK TINGKAT II SURABAYA.
KOTAMADYA DAEAAH TINGKAT I SURABAYA, NOMOR @ 27 TAMUN 1997,
TANGGAL : 12 MARET 1987,
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